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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang di lakukan 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di 
Kabupaten Sleman tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil masih dilakukan 
secara hukum kebiasaan yang telah mereka laksanakan secara turun-
temurun. Perjanjian ini dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik 
tanah dengan penggarap untuk menggarap lahan pertanian. Hal ini biasanya 
diawali oleh pemilik tanah yang menawarkan petani penggarap untuk 
menggarap lahan pertanian sehingga perjanjian tersebut berbentuk lisan. 
Pola dalam melakukan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan antara 
para pihak, sehingga bentuk perjanjian yang dilakukan tidak tertulis. 
Tidak tertulisnya perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat 
khususnya di Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Kalasan mengenai 
jangka waktu perjanjian dalam menggunakan tanah serta mengenai hak dan 
kewajiban tidak tertuang dan tidak ada kepastian hukumnya. Jangka waktu 
yang dilaksanakan hanya berdasarkan kesepakatan sehingga tidak 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Hasil 
pertanian merupakan salah satu hak pemilik dan penggarap yang 
pembagiannya berdasarkan pada kesepakatan dengan sistem “maro atau 
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mertelu”.Oleh karena itu dalam pembagian hasil yang diterpakan di 
Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Kalasan tidak sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. 
Pembagian hasil pertanian merupakan keseluruhan hasil panen 
dikurangi biaya produksi, biaya benih dan biaya pupuk. Dalam Hal 
mengenai pembayaran pajak di Kecamatan Cankringan dan Kecamatan 
Kalasan dibebankan oleh pemilik tanah, sehingga hal ini sudah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 karena pembayaran pajak 
merupakan kewajiban pemilik tanah. Sedangkan mengenai berakhirnya 
perjanjian hanya berdasarkan pihak penggarap yang sudah tidak mampu 
mengerjakan tanah tersebut dan kesepakatan para pihak. Hal ini tidak sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 karena berakhirnya 
perjanjian harus disepakati oleh para pihak dan di hadapan kepala desa. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, 
makasaran-saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut: 
1. Kantor Pertanahan Pemerintah Kabupaten Sleman dan aparat 
pemerintahan (Kepala Kecamatan Cangkringan, Kepala Kecamatan 
Kalasan, Kepala Desa Argomulyo, Kepala Desa Wukirsari, Kepala 
Desa Selomartani dan Kepala Desa Tirtomartani) perlu melakukan 
sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 agar masing-
masing pihak dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil mempunyai 
kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
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2. Sebaiknya aparat pemerintahan Kabupaten Sleman membuat Peraturan 
Daerah mengenai perjanjian bagi hasil karena masih banyaknya 
masyarakat yang menggunakan sistem bagi hasil tanah pertanian 
dengan menggunakan hukum adat. Selain itu pamerintah Kabupaten 
Sleman juga harus menentukan dengan jelas mengenai pembagian hasil 
agar masyarakat yang melaksanakan tidak merasa rugi dalam 
melakukan pembagian hasil tanah.  
3. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemilik tanah dan pertani penggarap, hendaknya perjanjian bagi hasil 
tanah pertanian dilaksanakan secara tertulis sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil 
sehingga akan diketahui hak dan kewajiban masing-masing.
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